BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada Bab I, serta
berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab II dan Bab III, dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut.

Pertama, metode omnibus dalam pembentukan undang-undang telah dikenal dan
diterapkan sejak abad ke-18 di Amerika Serikat dan Kanada. Mulanya, metode ini digunakan
untuk menggabungkan dokumen-dokumen perjanjian (agreement), memperpanjang undang-
undang yang akan segera berakhir sekaligus mengubah beberapa undang-undang dengan
materi berbeda. Dalam perkembangannya, metode omnibus diterapkan di beberapa negara
lain seperti Turki, Filipina, dan Vietnam. Tujuan digunakannya metode omnibus dalam
pembentukan undang-undang antara lain: Pertama, mengharmoniskan berbagai ketentuan
yang bersifat sektoral dan berbeda-beda. Kedua, mengubah dan/atau mengatur hal khusus
tertentu dengan mengubah beberapa ketentuan di banyak undang-undang supaya di badan
legislatif dapat dibahas secara bersamaan dan diputuskan dalam satu kali pengambilan
keputusan. Ketiga, efisiensi waktu dalam proses pembentukan undang-undang, khususnya
pembahasan dan pengesahan.

Namun perkembangannya, negara-negara yang menerapkan metode omnibus
memberlakukan terbatas dengan mekanisme khusus. Misalnya, beberapa negara bagian di
kanada seperti Quebec memiliki peraturan (berupa tata tertib parlemen) yang mengatur secara
rinci mekanisme penerapan metode omnibus dalam membentuk undang-undang.
Pennsylvania, memberikan batasan penerapan omnibus dengan single subject rules atau
peraturan satu subjek (satu cakupan atau sektor). Bahkan 43 negara bagian di Amerika Serikat
telah melarang penggunaan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang.

Penerapan metode omnibus tanpa batasan dan mekanisme yang jelas akan berdampak
pada praktik legislasi yang tidak demokratis. Penggunaan metode ini kerap disalahgunakan
oleh pemerintah dan parlemen untuk menentukan sejumlah kebijakan dan membentuk

peraturan dalam cakupan yang luas dengan waktu yang singkat. Dengan jumlah waktu yang
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sempit, akan berdampak pada keterbatasan kajian terhadap dampak dari pengubahan,
penghapusan, maupun penambahan pasal dari banyak menjadi satu undang-undang

Kedua, ditinjau dari kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan,
tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang metode-metode pembentukan undang-
undang. Metode (yang merupakan suatu cara) pembentukan (untuk mencapai tujuan tertentu)
peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum Indonesia adalah sebagaimana yang
telah diatur dalam UU PPP, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2015. Serangkaian peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam
pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dilandaskan
pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, disusun melalui
tahapan perencanaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan
pengesahan RUU, pengundangan dan penyebarluasan, serta pemantauan dan peninjauan
terhadap undang-undang sesuai dengan koridor hukum sebagaimana diatur dalam peraturan
terkait.

Pembentukan RUU Cipta Kerja menggambarkan kuatnya tekanan politik dan
ketidaksiapan DPR serta pemerintah dalam menerapkan metode omnibus yang berdampak
pada terlanggarnya asas keterbukaan dan minimnya partisipasi publik. Sejak awal diusulkan,
pemerintah memberikan target kepada DPR untuk merampungkan RUU ini dengan cepat
sehingga berdampak pada keseluruhan tahapan yang dipenuhi secara formalitas tanpa benar-
benar mematangkan substansi yang dimuat dalam RUU tersebut. Hal demikian berdampak
pada minimnya partisipasi dalam pembentukan RUU Cpta Kerja, yaitu; pemilihan pihak yang
terlibat dalam pembahasan adalah pihak yang memiliki pandangan mendukungan pada dpr
dan pemerintah sehingga meminimalisir kemungkinan deadlock sehingga tidak melewatnya
target waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah dan DPR. Sebaliknya, tidak ada ruang
partisipasi untuk mengakomodir pendapat pemangku kepentingan (kelompok buruh) yang
juga paling terdampak atas pemberlakuan RUU Cipta Kerja.

Pembentukan RUU Cipta Kerja jauh dari memenuhi gagasan teori demokrasi
partisipatif dan demokrasi deliberatif yang pada dasarnya mendorong pelibatan masyarakat

dalam proses pembentukan kebijakan. Pada dasarnya, undang-undang dibentuk melalui
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demokrasi deliberatif yakni diresmikan melalui dialog antara mekanisme legislatif dan
diskursus formal non formal dalam dinamika masyarakat sipil, dengan menempatkan
masyarakat pada posisi aktif untuk terlibat dalam kegiatan legislasi melalui ruang-ruang
publik. Minimnya pelibatan publik masih jauh dari gagasan demokrasi partisipatif yang
mendorong peran serta publik. Sebaliknya, berdasarkan tingkatan partisipasi Sherry Arnstein,
tingkat partisipasi dalam pembentukan RUU Cipta Kerja adalah dalam tahap peredaman
(plcation) atau partisipasi semu. Terdapat ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi
kebijakan, namun pengambilan keputusan ada pada negara. Kontrol masyarakat tidak dapat
berdampak pada keputusan yang diambil.

Tanpa batasan dan mekanisme yang jelas untuk menerapkan metode omnibus dalam
pembentukan undang-undang, akan berdampak pada praktik legislasi yang buruk ke depan.
Metode omnibus dapat menjadi peluang penyalahgunaan pembentukan kebijakan untuk
kepentingan penguasa dan menjadi praktik legislasi yang tidak demokratis. Padahal,
partisipasi publik merupakan aspek terpenting dalam suatu pembentukan kebijakan untuk
mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Publik, sebagai pihak yang
terdampak atas produk kebijakan yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan harus dilibatkan
dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan, didengar, dan dipertimbangkan setiap

masukannya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penetapan metode omnibus dalam
pembentukan undang-undang khususnya pada tahap pembahasan adalah sebagai berikut.

Perlu dilakukan pengubahan peraturan atas UU PPP dan Peraturan DPR RI untuk
dapat mengakomodasi mekanisme serta tata cara pembentukan UU dengan metode omnibus.
Ditinjau dari tahapan pembentukan UU, sejak penyusunan, diperlukan kajian atas substansi
dan dampak atas pengubahan substansi UU tersebut. Selain itu, perlu dikaji terhadap
keterkaitan antara beberapa UU yang akan diubah ke dalam satu UU (dengan metode
omnibus). Bila perlu, pengkajian terhadap implementasi UU dilakukan secara komprehensif
dan berkala dalam monitoring dan evaluasi oleh alat kelengkapan DPR. Dengan demikian,
secara kajian substantif, pembentukan UU dengan metode omnibus dapat diaplikasikan

dengan baik.
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Pada tahap pembahasan, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif perlu mengubah
Peraturan DPR terkait dengan pelibatan publik secara spesifik, yakni terkait dengan pelibatan
pihak yang memiliki pandangan lain (kontra) terhadap substansi atas RUU. Misalnya, dengan
membuat indikator pelibatan publik yang pro dan kontra dalam RDP dan RDPU, atau
mengakomodasi masukan publik dalam forum-forum formal maupun non formal selama
pembentukan RUU. Hal ini penting dihadirkan untuk menghadirkan dialog antara pihak-pihak
yang terdampak terhadap keberlakuan suatu UU. Dengan demikian, proses dialog tersebut
akan mencapai pemecahan masalah publik yang sesuai dengan kehendak rakyat dan para
pemangku kepentingan.

Saat ini, kerangka hukum Indonesia tidak memuat metode-metode dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi acuan penerapan metode omnibus perlu
dibentuk sebelum menerapkannya sebagai salah satu upaya untuk mencegah penggunaan
metode omnibus sebagai kendaraan politik penguasa yang berujung pada praktik legislasi
yang tidak demoktatis. Acuan penerapan metode omnibus yang diatur melalui UU PPP dan
Peraturan DPR yang menjamin ruang-ruang pelibatan publik dalam setiap tahap pembentukan
undang-undang akan berdampak pada praktik legislasi yang baik dan demokratis. Dengan
kejelasan mekanisme dan tata cara, penerapan metode omnibus dapat berkontribusi dalam

penyelesaian masalah-masalah regulasi kebijakan yang ada di Indonesia.
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Lampiran 1 : Daftar Informan

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

dan Kebijakan Indonesia

No. Nama Jabatan — Instansi Tanggal
Wawancara
1. DR. Riris Katharina, S.Sos., M.Si Peneliti Ahli Utama Badan | 19 Juni 2021,
Keahlian DPR RI melalui Google
Meet
2. Sulasi Rongiyati S.H., M.H Peneliti Ahli Madya Badan | 29 Juni 2021,
Keahlian DPR RI melalui Google
Meet
3. Ronald Rofiandri Peneliti Pusat Studi Hukum | 21 April 2021.

Melalui
Google Meet
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Lampiran 2 : Lembar Panduan Wawancara (DR. Riris Katharina, S.Sos., M.Si - Peneliti Ahli
Utama Badan Keahlian DPR RI)

PANDUAN WAWANCARA
Informan : DR. Riris Katharina, S.Sos., M.Si
Jabatan - Instansi : Peneliti Ahli Utama Badan Keahlian DPR RI
Tanggal : 19 Juni 2021
Tempat : Google Meet
No. Daftar Pertanyaan
1. | Bagaimana mekanisme pembahasan RUU Cipta Kerja?

2. | Bagaimana praktik pembahasan dengan clustering dalam pembentukan RUU Cipta Kerja?

3. | Apakah dalam praktiknya seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai dengan mekanisme
yang diatur oleh UU PPP dan Peraturan DPR tentang Tata Tertib dan Pembentukan
Undang-Undang?

4. | Apakah dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja melewati tahap pembahasan DIM

oleh Badan Legislasi?

5. | Bagaimana proses pembahasan DIM RUU Cipta Kerja?

6. | Pada praktiknya, di mana dan bagaimana DPR dan Pemerintah melibatkan partisipasi

publik dalam pembentukan RUU Cipta Kerja?

7. | Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja?

8. | Apa yang ibu ketahui terkait dengan naskah RUU Cipta Kerja yang beredar dalam 3 versi
setelah pembahasan tingkat I1?
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Lampiran 3 : Lembar Panduan Wawancara. —

PANDUAN WAWANCARA
Informan : Sulasi Rongiyati S.H., M.H
Jabatan - Instansi : Peneliti Ahli Madya Badan Keahlian DPR RI
Tanggal 229 Juni 2021
Tempat : Google Meet
No. Daftar Pertanyaan
1. | Dalam tahap/proses apa Bu Susi terlibat dalam pembentukan UU Cipta Kerja?
2. | Bagaimana proses pelibatan peneliti dalam pembentukan UU Cipta Kerja?
3. | Apa saja tantangan yang dihadapi ketika terlibat dalam proses pembentukan UU Cipta
kerja?
4. | bagaimana penerapan metode omnibus pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja?
5. | Bagaimana pelibatan partisipasi public dalam pembentukan UU UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja? Khususnya dalam tahap pembahasan
6. | Secara teknis, apakah terdapat indicator pelaksanaan RDPU? Misalnya, standar-standar
dalam menghadirkan sejumlah kelompok kepentingan terkait UU dalam pembentukan UU
7. | bagaimana Pemerintah dan DPR melibatkan public dalam pembentukan UU Cipta Kerja?
8. | Apakah seluruh tahapan pembentukan UU telah dilakukan dengan sesuai? Misalnya,
Rapat Panitia Kerja Baleg
9. | Dalam forum apa DIM UU Cipta Kerja dibahas? Harusnya, DIM dibahas dalam Rapat
Kerja Baleg. Berdasarkan informasi, DIM langsung dibahas di Panja tanpa pembahasan
di Rapat Kerja Baleg
10. | Dalam pembentukan UU lainnya, apakah pernah didapati praktik pembahasan RUU
dalam masa reses DPR?
11. | Berapa lama proses pembahasan tingkat I dilakukan?
12. | Apakah semua kluster dibahas dalam pembahasan tingkat 1?
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13.

Dalam praktik pembentukan UU, apakah pernah terjadi terdapat materi muatan RUU
yang tidak/belum pernah dibahas, namun muncul dalam draft RUU di pembahasan
tingkat I1?

72



Lampiran 4 : Lembar Panduan Wawancara—

PANDUAN WAWANCARA
Informan : Ronald Rofiandri
Jabatan - Instansi : Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Tanggal : 21 April 2021
Tempat : Google Meet
No. Daftar Pertanyaan
1. | Bagaimaan pendapat anda terkait proses pembentukan UU Cipta Kerja? Dalam hal ini,
Indonesia tidak mempunyai mekanisme untuk pembentukan UU dengan metode
omnibus
2. | Beberapa ahli berpendapat bahwa penggunaan metode omnibus rentan pada
kesewenang-wenangan dan menciderai demokrasi dalam proses pembentukan UU.
Bagaimana anda melihat fenomena ini dalam praktik pemantauan pembentukan UU?
3. | Berdasarkan pengalaman anda dalam pemantauan proses pembentukan UU, dalam
tahapan mana yang kerap menyampingkan atau bahkan melanggar prosedur
pembentukan UU?
4. | Menurut anda, pada tahap apa yang paling banyak atau dominan menyampingkan
prosedur PPP? Bagaimana dengan partisipasi public?
5. | Bagaimana anda melihat pelibatan partisipasi public dalam pembentukan UU Cipta
Kerja?
6. | Menurut anda, apa factor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya partisipasi public
tersebut? Apakah factor waktu, situasi politik, d11?
7. | Bagaimana seharusnya pelibatan partisipasi public dalam PPP dengan metode omnibus?
8. | Apakah proses pembahasan dengan waktu yang telah diatur dalam UU PPP dan Tata

Tertib DPR memungkinkan untuk menyerap aspirasi public untuk pembentukan UU

dengan metode omnibus?
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